TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK
PENGUPAHAN PEKERJA DALAM PENGELOLAAN
SAWAH PADA SAAT PANEN
(Studi di Desa Tanjung Agung Kecamatan Way Lima
Kabupaten Pesawaran)

Skripsi

NIRDA INNANI
NPM: 1721030323

o

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M



TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK
PENGUPAHAN PEKERJA DALAM PENGELOLAAN
SAWAH PADA SAAT PANEN
(Studi di Desa Tanjung Agung Kecamatan Way Lima
Kabupaten Pesawaran)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H)
dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:
Nirda Innani
Npm: 1721030323

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Dr. H. A. Kumedi Ja’far, S.Ag., M.H
Pembimbing 11 : Eti Karini, S.H., M.H

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M



BAB |
SISTEMATIKA PEMBAHASAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan bagian penting dan mutlak kegunaannya
dalam semua bentuk tulisan atau karangan, karena judul sebagai
pemberi arah sekaligus dapat memberikan gambaran dari semua
isi yang terkandung di dalamnya. Adapun judul proposal ini
adalah “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengupahan
Pekerja Dalam Pengelolaan Sawah Pada Saat Panen (Studi di
Desa Tanjung Agung Kecamatan Way Lima Kabupaten
Pesawaran)”

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul
ini maka penulis perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat
dalam judul ini yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Tinjauan adalah

pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan

data, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan
secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu
persoalan.’

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum-hukum Allah Swt, yang

kewajibannya sudah diatur secara jelas dan tegas didalam Al-

Qur’an atau hukum-hukum yang ditetapkan secara langsung

olen wahyu Allah, misalnya kewajiban sholat, zakat, puasa,

haji, sedangkan permasalahan yang belum jelas di Al-Qur’an
perlu ditafsirkan untuk menentukan hukum baru dari
permasalahan tersebut yang dinamakan istilah figih.?

3. Praktik

Praktik adalah pelaksanaan pekerjaan secara nyata yang

dilakukan oleh seseorang guna menerapkan ilmu yang telah

! Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia
(Ebook) (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), 1529
2 Siti Mahmudah, Historisitasi Syari’ah (Kritik Relasi-Kuasa Khalil
‘Abd Al-Karim) (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2016), 197
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didapat baik dari teori maupun dari pengalaman yang pernah
dilalui orang lain.?

Pengupahan

Pengupahan adalah memberikan imbalan sebagai bayaran
kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan
suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut
perjanjian yang telah disepakati.*

Pekerja

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima
upah dan imbalan dalam bentuk lain atas hasil kerjanya.’
Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola serta
proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan
tenaga orang lain.’®

Sawah

Sawah adalah tanah yang digarap dan diairi untuk tempat
menanam padi.’

Berdasarkan pengertian dari beberapa istilah di atas, bahwa

yang dimaksud dengan judul proposal ini adalah pemeriksaan
yang teliti terhadap pemberian imbalan sebagai bayaran seseorang
yang telah bekerja mengelola sawah berdasarkan hukum-hukum
Allah Swt, yang terjadi di Desa Tanjung Agung Kecamatan Way
Lima Kabupatetn Pesawaran.

Latar Belakang Masalah

Dalam bermasyarakat manusia membutuhkan manusia

lain untuk memenuhi hubungan hak dan kewajiban. Hubungan
hak dan kewajiaban diatur oleh kaidah-kaidah hukum untuk

¥ Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia

Edisi Keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470

* Khumedi Ja’far, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Bandar

Lampung: GEMILANG Publisher, 2019), 137

> Maimun, Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar (Jakarta: PT.

Pradnya Paramita, 2003), 13

® Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia

(Jakarta: Gramedia, 2011), 1450

" Ibid.
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menghindari bentrokan antara berbagai kepentingan. Kaidah
hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup
bermasyarakat disebut hukum mu’amalah.® Salah satu bentuk
bermu’amalah adalah kerjasama yang terjadi antara manusia
disatu pihak sebagai pemilik sawah dengan orang lain yang
mengelola sawah. Dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya
pihak pengelola mendapatkan kompensasi upah. Dengan adanya
kerjasama ini kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat.

Dalam kerjasama antara pemilik sawah dan pengelola
sawah pembayaran dilakukan dengan tunai dan adapula upah yang
dibayarkan saat panen tiba pembayarannya dalam berbentuk
gabah bukan berupa uang yang belum jelas nominalnya. Seperti
yang terjadi di Desa Tanjung Agung Kecamatan Way Lima
Kabupaten Pesawaran. Kegiatan seperti ini terjadi saat pemilik
sawah tidak mampu untuk mengelola sawahnya karena hal-hal
tertentu seperti banyaknya pekerjaan yang lain atau kerena
fisiknya yang tidak mampu untuk mengelola sawah tersebut maka
membutuhkan pekerja untuk mengelola sawahnya sehingga
pemilik sawah mencari pekerja yang ingin mengelola sawah
tersebut dengan pembayaran yang dibayarkan saat panen.

Pada saat panen tiba dan ketika telah diketahui berapa
banyak padi yang didapatkan maka pemberian upahnya yaitu total
hasil dibagi lima dari hasil panen tersebut. Namun upah para
pekerja pengelola sawah berbeda-beda karena hasil dari sawah
pun bervariasi, dan luas sawah yang dikelola pun berbeda.
Misalkan hasil dari panen tersebut total hasilnya 4006kg : 5kg =
801,2kg, jika diuangkan, dengan harga padi perkilo Rp. 4000
maka upahnya 801,2kg x Rp.4000;00 = Rp. 3.204.800;00, jadi
upah yang diterima oleh pengelola sawah adalah sebesar Rp.
3.204.800;00, akan tetapi harga padi perkilo bisa saja berubah-
ubah jadi upah yang didapat saat panen berbeda-beda dari panen
ke panen.

Upah mengupah merupakan salah satu kerjasama yang
berdasarkan unsur kejelasannya dan saling menguntungkan

8 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Mu’ amalah (Hukum
Perdata) Cet. Ke-2 (Yogyakarta: FH UlI, 2004), 11



termasuk di dalam kerjasama antara pemilik sawah dan pengelola
sawah semestinya ada kejelasan terhadap upah yang dibayarkan
kepada pengelola sawah agar tidak merugikan salah satu pihak.
Sistem yang dilakukan oleh pemilik sawah tersebut dapat
merugikan pengelola sawah sewaktu-waktu saat terjadi gagal
panen maka upah yang didapat tidak sesuai.

Upah mengupah merupakan salah satu kegiatan
muamalah yang berbasis tolong menolong. Dalam bermuamalah
tolong-menolong mencakup beberapa aspek salah satunya
kerjasama antara sesama manusia, dimana dalam kerjasama itu
salah satu pihak sebagai penyedia jasa/tenaga yang disebut pekerja
dan dipihak lain penyedia pekerjaan. Tujuan disyariatkannya
ijarah adalah untuk memberikan keringan kepada umat dalam
pergaulan hidup. Seseorang mempunyai pekerjaan dan dipihak
lain ada yang mempunyai tenaga dan membutuhkan pekerjaan.
Dengan adanya ijarah keduanya saling mendapatkan keuntungan.
Dengan transaksi ijarah kedua belah pihak dapat memperoleh
manfaat. °

Allah Swt memerintahkan manusia agar saling tolong
menolong untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagaimana yang
dijelaskan dalam Al-Qur’an

) G ) 855305 AW e VSRS Y G Dl e 155y

(33l ) Y il S

“Dan tolong menolonglah kalian dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat
dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah,
sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.” (Q.S. Al-Maidah
[5]: 2)

Berdasarkan ayat di atas manusia dianjurkan untuk saling
tolong menolong dalam mengerjakan hal kebaikan karena pada
dasarnya manusia memerlukan orang lain dalam memenuhi
kebutuhan hidupnya termasuk dalam upah mengupah. Dalam
ajaran Islam kita dianjurkan berprilaku adil dan jujur, Islam juga
telah mengatur mengenai waktu pembayaran upah tergantung

°® Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figih (Jakarta: Kencana,
2003), 216
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pada perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Namun tentang hal pembayaran upah, Nabi SAW juga

memerintahkan memberikan upah sebelum keringat si pekerja
kering. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW.

b i adle 0 T i (505 08 08 i e e

L0(aale ol ol 5) 48 D2 Caag 5 38 603151

“Dari ‘Abdullah Bin ‘Umar berkata: Rasulullah SAW

bersabda, berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering

keringatnya”. (HR. Ibnu Majah)

Hadis di atas menjelaskan bahwa membayar upah atau
gaji kepada orang yang memberi jasanya harus dilakukan setelah
pekerjaannya selesai dan tidak diperbolehkan ditunda-tunda,
bersegeralah  menunaikan hak pekerja setelah selesai
pekerjaannya, kerena ada kemungkinan yang bersangkutan sangat
membutuhkannya.  Penundaan pembayaran tentu sangat
merugikan orang tersebut penundaan pembayaran termasuk
kezdoliman yang harus dihindari.

Berdasarkan uraian di atas penulis akan mengkaji sistem
mengenai pembayaran upah pekerja pengelola sawah karena ada
salah satu syarat upah tidak terpenuhi yaitu tidak diketahui jelas
berapa banyak upah yang didapat dan adanya penangguhan
pembayaran upah dan menganalisis dalam tinjauan hukum Islam
terhadap sistem pembayaran upah pekerja pengelola sawah dan
menjelaskannya dalam bentuk skripsi yang berjudul: Tinjauan
Hukum Islam Tentang Praktik Pengupahan Pekerja Dalam
Pengelolaan Sawah Pada Saat Panen (Studi di Desa Tanjung
Agung Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran).

Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah
Identifikasi masalah adalah pengenalan masalah dan salah
satu proses penelitian yang boleh dikatakan paling penting
diantara proses lain. Permasalahan penelitian yang penulis

1% Muhammad Bin Yazid Bin Majah, Sunan Ibn Majah, Juz Il, No.

2443 (Dar Ilya ‘Al-Kutub Al- ‘Arabiyah, 2009), 816



ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya yaitu sistem
upah mengupah pekerja yang dibayar saat panen.
2. Batasan Masalah

Batasan masalah adalah membatasi ruang lingkup masalah
yang terlalu luas atau lebar agar penelitian lebih terarah dan
memudahkan dalam pembahasan sehingga penelitian lebih
bisa fokus untuk dilakukan dan tujuan penelitian akan
tercapai. Oleh karena itu penulis membatasi diri hanya
berkaitan dengan upah pekerja yang dibayar pada saat panen.

D. Fokus Penelitian
Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pada
permasalahan mengenai tinjauan hukum Islam tentang praktik
pengupaha pekerja dalam pengelola sawah pada saat panen di
Desa Tanjung Agung Kecamatan Way Lima Kabupaten
Pesawaran serta bagaimana penerapan upah yang ada di Desa
Tanjung Agung Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran.

E. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di
atas, maka muncul beberapa rumusan masalah yang akan diteliti.

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik pengupahan pekerja pengelola sawah pada
saat panen di Desa Tanjung Agung Kecamatan Way Lima
Kabupaten Pesawaran?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik pengupahan
pekerja pengelola sawah pada saat panen di Desa Tanjung
Agung Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran?

F. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian pada hakikatnya mengungkapkan apa yang
hendak dicapai oleh peneliti, selain itu arah penelitian juga
ditentukan oleh tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk menjawab dua pertanyaan yang telah dirumuskan di atas
yakni:
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Untuk mengetahui praktik pengupahan pekerja pengelola
sawah pada saat panen di Desa Tanjung Agung Kecamatan
Way Lima Kabupaten Pesawaran.

Untuk mengetahui tinjaun hukum Islam terhadap praktik
pengupahan pekerja pengelola sawah pada saat panen di Desa
Tanjung Agung Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran.

. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat

sebagai berikut:

1.

Manfaat secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan
dapat menambah ilmu pengetahuan dan ketajaman analisis
yang terkait dengan masalah upah mengupah khususnya upah
mengupah pekerja pengelolah sawah dari perspektif hukum
Islam.

Manfaat secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat
digunakan untuk memberikan  wawasan, pengertian,
pemahaman dan pengembangan praktik upah mengupah yang
lebih positif serta diharapkan hasil penelitian ini dapat
menambah khazanah tentang bermuamalah Kkhususnya
berkaitan dengan praktik upah mengupah.

. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang membahas

terkait dengan sistem pengupahan pekerja diantaranya:

1.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Saeful Rozak,
yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan
Sistem Royongan di Desa Kliris Kecamatan Boja Kabupaten
Kendal”, penelitian tersebut menghasilkan bahwa pelaksanaan
upah dengan sistem royongan diperbolehkan dalam hukum
Islam. Meskipun pembayaran upahnya mengalami penundaan
hingga akhir tahun namun buruh merasa ikhlas kerena



penundaan upah ini dilakukan atas dasar saling tolong-
menolong buruh dengan petani.™

2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Kholifah, yang
berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Upah
Antara Laki-Laki dan Perempuan (Studi Pada Buruh Tani di
Dusun Trimoharjo Kampong Bumiharjo Kacamatan Buay
Bahuga Kabupaten Way Kanan”, yang berisi tentang sistem
pengupahanburuh tani dengan cara buruh melakukan
pekerjaan dalam hitungan waktu setengah hari (dimulai dari
jam tujuh pagi hingga sebelas siang) dan satu hari (dimulai
dari jam tujuh pagi dan berakhir pada jam lima sore). Pekerja
yang dilakukan ialah da’ut (mencabut benih padi yang siap
tanam) dan denger (membersihkan rumput pada tanaman
sayuran maupun buah-buahan). Permasalahan yang ada ialah
upah yang didapat buruh tani perempuan relative rendah dari
pada buruh laki-laki, merupakan suatu ketidak adilan bagi
perempuan, walaupun jenis pekerjaannya sama dan beban
kerjanya sama berat dengan pekerjaan yang dilakukan oleh
buruh tani laki-laki. Terkadang berbenturan dengan
kemampuan kerja yang dimiliki individu: buruh tani
perempuan dalam melakukan kerjanya lebih cepat dari pada
buruh tani laki-laki, perbedaan upah ini membuat buruh tani
perempuan mau tidak mau harus menerima upah yang
diberikan majikannya."?

3. Adapun jurnal dari Dwi Wahyuni yang berjudul “Analisis
Sistem Pengupahan Bawon Pada Pertanian Padi (Studi Kasus
Pada Petani di Desa Gambar Kecamatan Wonodadi
Kabupaten Blitar)”, yang berisi tentang penjelasan sistem
pengupahan bawon, yakni merupakan sistem bagi hasil yang
diberikan kepada buruh tani yang mengerjakan sepetak lahan

1 Muhammad Saeful Rozak, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Pengupahan Sistem Royongan Di Desa Krilis Kecamatan Boja Kabupaten
Kendal ” (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2016)

12 Siti Nur Kholifah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan
Upah Antara Laki-Laki dan Perempuan (Studi Pada Buruh Tani di Dusun
Trimoharjo Kampong Bumiharjo Kacamatan Buay Bahuga Kabupaten Way
Kanan) ” (Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan, 2018)
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dari mulai masa tanam padi sampai masa panen, yang
besarnya bagi hasil tersebut bergantungan pada luas lahan
pertanian dan hasil produksi padi.™
Setelah mengamati dari penelitian-penelitian di atas,
penulis mengambil kesimpulan bahwa penelitian tentang Tinjauan
Hukum Islam Tentang Praktik Pengupahan Pekerja Dalam
Pengelolaan Sawah di Desa Tanjung Agung Kecamatan Way
Lima Kabupaten Pesawaran belum pernah diteliti. Walaupun
penelitian-penelitian di  atas sama-sama meneliti  sistem
pengupahan, namun penelitian yang penulis teliti mempunyai
perbedaan yakni dalam sistem pengupahan dan tempat/lokasi yang
akan penulis jadikan objek penelitian berbeda dengan objek-objek
penelitian di atas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
tambahan informasi dan tambahan wawasan untuk pembaca
terhadap sistem pengupahan pekerja pengelolaan sawah.

I.  Metode Penelitian
1. Sifat dan Jenis Penelitian
a. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field
research) vyaitu penelitian yang dilakukan dilapangan atau
diresponden.’* Yaitu melakukan penelitian dilapangan
untuk memperoleh data atau informasi secara langsung
dengan mendatangi subjek yang bersangkutan. Selain
lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian
kepustakaan (library research) sebagai pendukung dalam
melakukan penelitian, dengan menggunakan literature
yang ada diperpustakaan yang relevan dengan masalah
yang akan diteliti.

¥ Dwi Wahyuni, “Analisis Sistem Pengupahan Bawon Pada
Pertanian Padi (Studi Kasus Pada Petani Di Desa Gambar Kecamatan
Wonodadi Kabupaten Blitar)”, Jurnal Bisnis & Perbankan Vol.2 No.2

4 Susiadi, Metode Penelitian (Lampung: Pusat Penelitian Dan
Penerbit Lp2m Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 10
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b.

Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu
penelitian yang menggambarkan suatu objek, fenomena-
fenomena, gejala sosial dan suatu kelompok tertentu.™
Dalam penelitian ini akan dideskriptifkan tentang
bagaimana  praktik  pengupahan  pekerja  dalam
pengelolaan sawah di Desa Tanjung Agung Kecamatan
Way Lima Kabupaten Pesawaran.

2. Sumber Data

a.

Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara
langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok dan
organisasi.’® Data primer diperoleh dari lapangan atau
dilokasi penelitian, data ini didapat dari hasil wawancara
kepada pekerja pengelola sawah di Desa Tanjung Agung
Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran.

Data Skunder

Data skunder adalah teknik pengumpulan data berupa
riset, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
membaca buku-buku, dokumentasi atau literatur lainnya
yang menunjang permasalahan ini.

3. Populasi dan Sampel

a.

Populasi

Popolasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari
objek atau subjek yang ditetapkan untuk dipelajari dan
kemudian ditarik kesimpilannya setelah melakukan
penelitian.” Populasi juga dapat diartikan keseluruhan
objek pengamatan atau objek penelitian. Populasi dalam
penelitian ini 140 orang yang terdiri dari pemilik sawah
dan pengelola sawah di Desa Tanjung Agung Kecamatan
Way Lima Kabupaten Pesawaran.

54

> Moh Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia,2009),

® Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relations dan
Komunikasi (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 29

7 Amirudin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Dan Penelitian
Hukum (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2003), 40
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Sampel

Sampel adalah sebagian/wakil dari populasi atau seluruh
dari jumlah dan karakteristik populasi yang diselidiki.
Sample bisa digunakan apabila populasi tersebut terlalu
besar yang menyebabkan tidak memungkinkannya
penelitian untuk meneliti seluruh populasi tersebut yang
dikarenakan adanya keterbatasan dana atau biaya, serta
tenaga dan waktu. Cara untuk pengambilan sampel yaitu
dengan pengambilan secara acak dengan memperhatikan
strata yang terdapat dalam populasi tersebut guna
mendapatkan data yang diberikan oleh warga kepada
peneliti. Sampel yang digunakan oleh penulis dalam
penelitian ini yaitu 10% dari popilasi yang terdiri dari 14
orang pemilik sawah dan pengelola sawah.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini

diantaranya sebagai berikut:

a.

Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan
pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang
fenomena-fenomena yang terjadi secara langsung
dilapangan atau ditempat yang sedang diteliti.

Wawancara

Wawancara adalah proses mendapatkan informasi dengan
cara bertanya secara langsung kepada responden.
wawancara ini ditujukan kepada orang-orang tertentu,
seperti mewawancarai pemilik dan pekerja pengelola
sawah di Desa Tanjung Agung Kecamatan Way Lima
Kabupaten Pesawaran.

Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-
hal atau variabel yang berupa catatan, gambar-gambar,
surat kabar, agenda, dan sejenisnya yang berhubungan
dengan penelitian. Metode dokumentasi ini digunakan
untuk melengkapi data-data yang tidak diperoleh dari
metode sebelumnya.
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5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam peroleh data
atau angka ringkasan dengan menggunakan cara atau rumus-
rumus tertentu, metode pengolahan data yang dilakukan
setelah data terkumpul baik berupa data primer maupun data
skender. Adapun beberapa cara atau rumusan untuk
memperoleh dalam pengelolahan data diantaranya sebagai
berikut:

a. Pemeriksaan Data (Editing)

Pemeriksaan data atau editing adalah pengecekan atau

pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena

kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak
logis dan meragukan. Dalam proses pemeriksaan data atau
editing dilakukan pengoreksian data terkumpul sedah
cukup lengkap dan sesuai atau relevan dengan masalah
yang dikaji.

b. Sistematisasi Data (Systematizing)

Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut

kerangka sistematika bahasan urutan masalah. Dalam hal

ini penulis mengelompokkan data secara sistematis dari
yang sudah diedit dan diberi tanda menurut Klasifikasi
urutan masalah.

Metode Analisis Data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah
selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar
ditarik kesimpulan. Dalam analisis data, digunakan data
kualitatif, karena data yang diperoleh dari literature yang ada
dilapangan kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban
terhadap permasalahan. Metode analisis yang digunakan
adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.
Deskriptif adalah suatu penelitian untuk memberikan
gambaran atau deskriptif tentang keadaan yang dilakukan
secara objektif, kualitatif adalah penelitian tentang riset yang
bersifat deskriptif dan cendrung analisis. Metode berfikir
dalam penelitian ini menggunakan pendekatan induktif, yaitu
berangkat dari pengetahuan yang Dbersifat khusus, yang
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bertitik tolak dari pengetahuan yang bersifat khusus ini
hendak menilai kejadian yang umum.*®

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini
penulis menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi
beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:
BAB I. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang penegasan dari judul, latar belakang
masalah, batasan-batasan masalah, fokus penelitian, rumusan
masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian dan sistematika
pembahasan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.
BAB Il. LANDASAN TEORI

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang: pengertian
upah mengupah, dasar hukum upah mengupah, rukun dan syarat
upah mengupah, jenis-jenis upah mengupah, waktu pembayaran
upah mengupah, pengertian akad, dasar hukum akad, rukun dan
syarat akad, macam-macam akad dan batal dan berakhirnya akad.
BAB IIl. HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum tentang Desa
Tanjung Agung Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran,
serta pelaksanaan praktik pengupahan yang dibayar saat panen.
BAB IV. ANALISIS PENELITIAN

Berisi tentang analisis praktik pengupahan pekerja
pengelolaan sawah saat panen dan analisis hukum Islam tentang
peraktik pengupahan pekerja pengelola sawah saat panen.
BAB V. KESIMPULAN

Bab terakhir Dberisi kesimpulan, saran-saran atau
rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh
penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah
penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis data
yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Saran-saran
dirumuskan berdasarkan hasil penelitian.

'8 Margono, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: Renika Cipta,
2015), 181



BAB II
LANDASAN TEORI

A. Upah Mengupah dalam Hukum Islam
1. Pengertian Upah Mengupah

a.

Pengertian Upah Secara Umum

Upah secara umum adalah pembayaran yang diterima
buruh selama ia melakukan pekerjaan. Dalam kamus
besar Bahasa Indonesia pengertian upah adalah uang yang
dibayarkan sebagai balas jasa atau sebagai pembayaran
tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan
sesuatu seperti gaji."®

Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021, tentang
pengupahan. Upah adalah hak pekerja/burun yang
diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai
imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada
pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut
suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan
perundang-undangan, termasuk  tunjangan bagi
pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan
dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.?

Upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama
ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan
sesuatu. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa
upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan
dalam bentuk uang atau barang sebagai imbalan dari
pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa
yang telah ditetapkan menurut suatu persetujuan dan
dibayarkan atas dasar suatu perjanjian. Upah secara garis
besar dapat dikategorikan sebagai berikut:

19 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet Ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka

2006), 1345
20

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang

Pengupahan, Pasal 1 angka 2

15
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1) Pemberian imbalan karena mengambil manfaat
dari suatu barang.

2) Pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang
dilakukan oleh seseorang.

b. Pengertian Upah Menurut Hukum Islam

Pembahasan upah dalam hukum Islam termasuk
dalam kategori ijarah. Sedangkan ijarah sendiri lebih
cendrung membahas sewa-menyewa, oleh karena itu
untuk menemukan pembahasan terkait upah dalam Islam
relative sedikit.
Jasa upah dalam Islam disebut dengan ljarah.
Secara etimologi ijarah berasal dari kata “al-ajru” yang
berarti “al-wadh” atau penggantian.”* Dalam istilah figh
akad ijarah ada dua macam, yaitu ijarah atau sewa barang
dan sewa tenaga atau jasa (pengupahan), sewa barang
pada dasarnya adalah jual beli manfaat barang yang
disewakan, sementara sewa jasa atau tenaga adalah jual
beli atas jasa atau tenaga yang disewakan.?? Keduanya
boleh dilakukan bila memenuhi syarat ijarah. ljarah
dalam bentuk sewa-menyewa atau upah mengupah
merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam
Islam.
Adapun secara terminologi, para ulama berbeda-
beda mendefinisikan ijarah, antara lain sebagai berikut:*
1) Menurut Hanafiyah ijarah ialah akad untuk
membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan
disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.

2) Menurut Malikiyah ijarah ialah nama bagi akad-akad
untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan
untuk sebagian yang dapat dipindahkan

2L Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dkk, Figh Muamalah

(Jakarta: Kencana, 2010), 277

22 Imam Mustofa, Figih Muamalah Kontemporer (Depok: Rajawali

Pers, 2018), 102

114

2 Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),



3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
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Menurut Syafi’iyah ijarah adalah suatu jenis akad
atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju,
mengandung maksud tertentu, bersifat mubah, dan
boleh dimanfaatkan dengan cara memberi imbalan
(upah) tertentu.*

Menurut Hanabilah ijarah adalah suatu akad atas
manfaat yang bisa sah dengan afal ijarah dan kara’
dan semacamnya.?

Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah
bahwa yang dimaksud ijarah ialah akad atas manfaat
yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan
membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika
itu.

Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib ijarah
adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan
dan syarat-syarat

Menurut Sayyid Sabiqg ijarah ialah suatu jenis akad
untuk  mengambil  manfaat dengan  jalan
penggantian.?®

Menurut Ash-Shidigie ijarah ialah akad yang
objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa
tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan,
sama dengan menjual manfaat

Menurut Idris Ahmad upah artinya mengambil
manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi
ganti menurut syarat-syarat tertentu.

10) Menurut Amir Syarifuddin al-ijarah secara sederhana

dapat diartikan dengan akad atau transaksi adalah
manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang
menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari
suatu benda disebut ijarah al ‘ain, seperti sewa

316

% \Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5 (Jakarta:
Gema Insane, 2011), 387
% Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalah (Jakarta: Amzah, 2010),

%6 Suhendi, Figh Muamalah, 115
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menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi
objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga
seseorang disebut ijarah ad-dzimah atau upah
mengupah, seperti upah menanam padi. Sekalipun
objeknya berbeda keduanya dalam konteks figih
disebut al-ijarah.?’

Menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No:
09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah, bahwa
ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas
barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran
sewa/upah (ujroh), tanpa diikuti dengan pemindahan
kepemilikin barang itu sendiri.”® ljarah adalah
menukarkan  sesuatu  dengan  adanya  imbalan,
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ijarah berarti sewa
menyewa atau upah mengupah, jika sewa-menyewa
adalah menjual manfaat sedangkan upah mengupah adalah
menjual tenaga atau kegiatan.

Pengupahan atau ijarah merupakan suatu akad untuk
mengambil manfaat dengan jalan penggantian (bayaran).
Dengan kata lain ijarah adalah pemilikan jasa dari
seseorang ajir oleh seorang mustajir, serta pemilik harta
dari pihak mustajir oleh seorang ajir.?

Melihat dari beberapa pengertian diatas dapat
disimpulkan bahwa upah (ijarah) adalah suatu akad yang
berupa pemindahan manfaat barang atau jasa dengan
penggantian berupa upah (imbalan) yang telah ditentukan
sesuai dengan kesepakatan.

2. Dasar Hukum Upah (ljarah)
Pada dasarnya akad ijarah adalah akad yang berbentuk
sewa menyewa maupun upah mengupah. Adapun dasar-dasar

" Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dkk, Figh Muamalah,
277

% Himpunan Fatwa Keuangan Syari’ah: Dewan Syariah Nasional
MUI (Erlangga: 2014), 91

?° Edwin Hidayan, “Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Ditinjau Dari
Prinsip Muamalah dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan”, Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 3 No. 1, 2015
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hukum atau rujukan ijarah adalah Al-Qur’an, As-Sunah, dan
ljma.
a. Dasar hukum ijarah dalam Al- Qur an
“*\u(,_\,é&“u\esdxact_\; (,syy,\ \MMU\FJJ\U\}
(3a) Y\‘\‘Mw&mmm Shaley & \js.qb&_a})spdh
“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang
lain maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu
memberikan  pembayaran menurut yang patut.
Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah
melihat apa yang kamu kerjakan.” (Qs. Al-Bagarah [2]:
233)

Dalil di atas menjelaskan tentang diperbolehkannya
akad ijarah. Pendapat Ibnu Khatsir terkait hal ini yaitu
apabila kedua orang tua bersepakat untuk menyusukan
anaknya kepada orang lain sepanjang mereka mau
memberikan upah yang patut dan layak maka menyewa
jasa orang lain untuk menyusukan anak itu
diperbolehkan.®*® Pendapat tersebut menjelaskan bahwa
jika tidak mampu bekerja maka diperbolehkan menyewa
jasa orang lain dengan catatan harus memberikan
pembayaran atau imbalan upah yang patut dan layak
untuk diterima.

us—dﬁ Uﬂ-‘mﬂ GhyHai Y éhjuﬂe-‘-‘sﬂ‘—mu‘ G HSL
eﬂuﬂm}dﬁu&iﬂu&m‘;ﬁu@—ﬂﬁ‘ﬁmdﬁdj‘éub

1 csﬁ“de-a)w RN uu’-«es-u-'bwb u»wﬁ‘ Chia
(G

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di
mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu
dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk
menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang
dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada
mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian
jika  mereka menyusukan (anak-anak)-mu  maka

% Damyauddin Djawaini, Pengantar Figh Muamalah (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2008), 155
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berikanlah ~ imbalannya  kepada  mereka; dan
musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu)
dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui
kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain
boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (Qs. At-Talag
[65]: 6)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah
memerintahkan kepada hamba-Nya yang beriman supaya
membayar upah menyusui kepada istrinya yang dicerai
raj’i. Kemudian disebutkan dalam Al-Qur’an bahwa
seseorang yang melakukan pekerjaan, maka ia akan
mendapatkan upah atas pekerjaan yang telah
dilakukannya.®® |
el oo N 58 el Ao allie i soid 1kl i

(sl ) 1+ Gibaad g€ Ly LG8 53l

“Dan katakanlah: ‘Bekerjalah kamu, maka Allah
dan Rasul-Nya serta orang-orang yang mukmin akan
melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan
kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan
yang nyata, lalu Diberitakan-Nya kepada kamu apa yang
telah kamu kerjakan’. (Q.S. At-Taubah [9]: 105)

Ayat di  atas  menjelaskan  mengenai
pertanggungjawaban dari setiap pekerjaan yang dilakukan
oleh kaum muslimin. Allah SWT memberikan ancaman
kepada orang-orang yang menyelisihi perintah-perintah-
Nya. Ketika telah tiba waktunya pada hari kiamat, semua
amal perbuatan akan dipaparkan dihadapan-Nya,
dihadapan Rasul-Nya, dan dihadapan kaum muslimin.*

b. Dasar hukum ijarah dalam hadist

*! Mardani, Figih Ekonomi Syari’ah (Jakarta: Kencana, 2015), 246
%2 Syaikh Ahmad Syakir, Mukhtashar Tafsir Ibnu Kastsir (Jilid 3),

Cet-2 (Jakarta: Darus Sunnah, 2014), 585
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580 38 8 gy e ) i (o (o e ) 500 o e
JKBIDA £L 88050 & o hel JA AR phlad U 45508
(s ol 5 ) 8530 e 2l dka B ks el 94
“Dari Abu Hurairah R.A dari nabi SAW,
bersabda: Allah swt, berfirman, tiga golongan, aku
menjadi musuh mereka pada hari kiamat: orang yang
member atas nama-ku kemudian melanggar dan
menghianatinya, orang yang menjual orang yang
merdeka lalu memakan harganya, dan orang yang
mengupah pekerja lalu menyuru untuk menyempurnakan
pekerjaannya, tetapi tidak membayar upahnya”. (H.R.
Bukhari)

Dalam hadis di atas yang berkaitan dengan
pembayaran upah yaitu pada poin terakhir, karena apabila
telah mempekerjakan atau mengambil manfaat orang lain
tanpa memberikan upah hal tersebut disamakan dengan
memakan harta orang lain, yang seolah-olah telah
memperbudaknya. )

AR L 15 axil ally alle dil e G O e B3l G

s s s A ol 5 ) sl

“Dari Ibnu Abbas Rasulullah SAW bersabda,
berbekamlah kamu, kemudian berilah olehmu upahnya
kepada tukang bekam itu”. (Riwayat Bukhari dan
Muslim)

c. Dasar hukum ijarah menurut ijma’
Umat Islam pada masa sahabat telah berijma’
bahwa ijarah diperbolehkan sebab bermanfaat bagi umat
manusia.*® Dan Ibnu Qudamah menambahkan ulama dari

¥ Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, No. 2227
(Berikut: Dar Ibn Katsir, 2002), 531

# Muhammad Fuad Abdul Baqi, Al-Lu Iu’ Wal Marjan Mutiara
Hadis Sahih Bukhari dan Muslim (Jakarta: Gramedia, 2017), 105

% Rachmat Syafei, Figh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2000),
124
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seluruh generasi dan seluruh negeri telah sepakat bahwa

akad ijarah diperbolehkan.

Berdasarkan ketiga sumber hukum yaitu Al-Qur’an, As-
Sunnah dan Ijma’ semakin memperjelas bahwa akad ijarah
dalam hal upah mengupah diperbolehkan apabila telah sesuai
dengan hukum Islam.

3. Rukun dan Syarat Upah

a. Rukun Upah
Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu,
sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur
tersebut yang membentuknya. Menurut Hanafiyah, rukun
ijarah hanya satu yaitu ijab dan qobul, yakni pernyataan
dari orang yang menyewakan dan orang Yyang
menyewakan. Rukun dari ijarah sebagai suatu akad atau
perjanjian antara kedua belah pihak yang menunjukkan
bahwa akad tersebut berjalan atas dasar suka sama suka.*’
Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun ijarah itu ada

empat yaitu:

1) Agid (orang yang berakad)

yaitu orang yang melakukan akad sewa-
menyewa atau upah mengupah. Orang yang
memberikan upah dan menyewakan disebut mu ‘ajir.
Sedangkan orang Yyang menerima upah untuk
melakukan sesuatu dan menyewakan sesuatu disebut
musta jir.®

2) Shighat

pernyataan kehendak yang lazimnya disebut
sighat akad (sighatul-‘aqad) terdiri atas ijab dan
gabul antara mu ’ajir dan mustajir, dapat melalui
ucapan ataupun tulisan. Shighat harus dibuat sebelum

% Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar dkk; Miftahul Khairi,
Ensiklopedi Figih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab (Yogyakarta:
Maktabah Al-Hanif, 2009), 316

87 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figih, (Jakarta: Kencana,
2010), 217

%8 Sohari Sahrani, Ru’fah Abdullah, Figh Muamalah (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2011), 11
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pekerjaan itu dikerjakan, harus terjadi atas

kesepakatan bersama.*®
3) Upah (Ujrah)

Yaitu sesuatu yang diberikan musta jir atas
jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya
oleh mu ajir. Ujrah disyaratkan diketahui jumlahnya
oleh kedua belah pihak. Karena ijarah tidak sah
apabila upah belum diketahui. Upah hendaklah jelas
dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan
ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah.

4) Manfaat

Manfaat yang dimaksud adalah kegunaan
yang diperoleh baik manfaat dari suatu barang yang
disewakan atau sesuatu jasa yang dikerjakan dalam
upah mengupah.

b. Syarat Upah (ljarah)

Syarat merupakan sesuatu yang harus ada dalam
sewa-menyewa atau upah mengupah, tetapi tidak
termasuk salah satu bagian dari hakikat sewa-menyewa
atau upah mungupah itu sendiri. Dalam sebuah transaksi,
ujrah baru dianggap apabila telah memenuhi rukun dan
syaratnya sebagaimana yang berlaku secara umum dalam
transaksi lainnya. Adapun syarat akad upah ujrah sebagai
berikut.

Pertama, syarat terjadinya akad syarat ini berkaitan
dengan agid, akad dan objek akad. Syarat yang berkaitan
dengan agid adalah baligh, berakal sehat dan memiliki
kecakapan bertindak yang sempurna mampu membedakan
mana perbuatan yang baik dan mana yang tidak baik.
Oleh karena itu orang yang gila dan orang dalam keadaan
mabuk serta orang yang kadang-kadang datang sakit
ingatannya, tidak sah melakukan ijarah ketika ia dalam
keadaan sakit.

Kedua, syarat berlangsungnya akad untuk
keberlangsungan akad ijarah disyaratkan terpenuhinya

% Suhendi, Figh Muamalah, 118
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hak milik atau penguasaaan, apabila si pelaku (aqid) tidak
mempunyai hak kepemilikan dan penguasaan maka
akadnya tidak bisa diberlangsungkan dan hukumnya batal
(tidak sah akad ijarahnya).

Ketiga, syarat sahnya ijarah untuk sahnya ijarah

harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan
para pihak yang berakad, objek akad dan upah. Syarat sah
ijarah adalah sebagai berikut:*°

1)

2)
3)
4)

5)

6)
7)

8)

Persetujuan kedua belah pihak. Apabila salah satu
pihak bertransaksi dalam keadaan terpaksa atau
dipaksa maka transaksi dianggap tidak sah.*!

Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak

menimbulkan perselisihan.

Objek akad ijarah harus dapat dipenuhi, baik hakiki

maupun syar’i

Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang

dibolehkan oleh syara’

Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardhu dan bukan

kewajiban orang yang disewa (ajir) sebelum

dilakukannya ijarah

Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat

dari pekerjaannya untuk dirinya sendiri

Manfaat ma’qud alaih harus sesuai dengan tujuan

dilalukannya akad ijarah, yang biasa berlaku umum,

Syarat yang terkait dengan upah atau imbalan harus

jelas, tertentu dan harta yang bernilai. Adapun syarat-

syarat yang berkaitan dengan upah diantaranya:

a) Upah (harga yang dibayarkan) harus suci, akad
(ijarah) tidak sah jika upah (bayarannya) adalah
anjing, babi, kulit bangkai yang belum dimasak,
atau khamar (semua itu benda-benda najis).*

% Imam Mustofa, Figih Muamalah Kontemporer (Jakarta: Rajawali

Pers, 2016), 106

* Muslich, Figh Muamalah, 322
*2 Mustafa Dib Al-Bugha, Buku Pintar Transaksi Syaraiah
(Damaskus: Darul Mustafa, 2009), 159
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b) Upah harus dapat dimanfaatkan. Sesuatu yang
tidak bermanfaat tidak sah dijadikan upah, baik
karena hina (menjijikan) atau karena berbahaya
maupun karena diharamkan pemakaiannya karena
syariat.

c) Upah harus dapat diserahkan. Oleh karena itu
tidak boleh mengupah dengan burung yang masih
terbang diudara dan juga tidak boleh mengupah
dengan harta yang sudah di rampok (di-ghasab).

d) Orang berakad hendaknya memiliki kuasa untuk
menyerahkan upah itu.

e) Upah harus berupa mutttagawwin yang diketahui.
Syarat mal muttagawwwin diperlukan dalam
ijarah, karena upah merupakan harga atas
manfaat, sama seperti harga barang dalam jual
beli.

Keempat, syarat mengikatnya akad ijarah agar akad
ijarah itu mengikat diperlukan dua syarat yaitu benda
yang disewakan harus terhindar dari cacat (‘aib) yang
menyebabkan terhalangnya kemanfaatan atas benda yang
disewakan itu. Kedua, tidak terdapat udzur (alasan) yang
dapat membatalkan ijarah.*?

4. Macam-Macam Upah Mengupah

Berdasarkan uraian tentang definisi dan syarat ijarah,

maka ijarah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian sebagai
berikut:

a.

Upah yang telah disebutkan (ajrun musamma) adalah
upah yang sudah disebutkan isi syaratnya Kketika
disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang
berakad.

Upah yang sepadan (ajrun mitsli) adalah upah yang
sepadan dengan pekerjaannya serta sepadan dengan
kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad ijarahnya
telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

* Muslich, Figih Muamalah, 321
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Dilihat dari segi objeknya akad ijarah dibagi menjadi dua

bagian yaitu sebagai berikut:**

a. ljarah terhadap manfaat memiliki objek akad berupa
manfaat dari suatu benda.

b. ljarah terhadap pekerjaan dengan objek akad pekerjaan.
Bersifat mempekerjakan seseorang dan ijarah semacam
ini  diperbolehkan baik bersifat individu maupun
kelompok. Sementara orang yang melakukan pekerjaan
disebut ajir (tenaga kerja). ajir dibagi menjadi dua macam
yakni:

1) Ajir khusus, yakni orang yang bekerja pada satu orang
untuk masa waktu tertentu.

2) Ajir musytarik, yakni orang yang bekerja untuk lebih
dari satu orang sehingga mereka bekerjasama
memanfaatkan tenaga kerjanya. Hal seperti ini boleh
dilakukan dan orang yang menyewa tenaganya tidak
boleh melarang bekerja kepada orang lain.*

Waktu Pembayaran Upah

Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas
pekerjaan yang telah dikerjakan. Pembayaran upah yaitu
ketika pekerjaan yang dikerjakan telah selesai. Sebelum
pekerja dipekerjakan harus jelas dahulu bagaimana upah yang
akan diterima oleh pekerja, upah tersebut meliputi besarnya
upah yang diterima dan tata cara pembayaran upah.
Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya
jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan
sesuai dengan kesepakatan.*®

Menurut Abu Hanifah, apabila tidak ada pekerjaan lain,
sementara akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan
mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhan,

* M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Jakarta:

PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 236

** |ka Novi Nur Hidayah, Pengupahan Dalam Perspektif Hukum

Islam dan Hukum Positif, Az Zarga’, Vol.9 No.2, 2017

% Ahmad Ilham Sholihin, Ekonomi Syariah (Jakarta: Gramedia,

2013),874
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maka upah wajib diserahkan secara berangsur-angsur sesuai
dengan manfaat yang diterimanya. Sedangkan menurut Iman
Syafi’i dan Ahmad sesungguhnya ia berhak atas akad itu
sendiri, jika seorang mujir menyerahkan benda yang
disewakan kepada penyewa (musta ’jir) maka mu jir berhak
menerima pembayaran karena mustajir sudah menerima
suatu manfaat. Seseorang pekerja berhak meminta upah atas
pekerjaan yang dilakukan baik objek sewanya berupa barang
maupun jasa dalam beberapa keadaan,*’ yaitu sebagai berikut:
a. Ketika pekerjaan telah selesai dikerjakan, berdasarkan
hadis-hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah
SAW bersabda:
oy e il Loa sl gy J8 JB die ) oy jee 0l e
Blasle ol ol 5) e Cang Hf U 85305090 st |
“Dari Ibnu ‘Umar RA berkata bahwa Rasulullah
SAW telah berkata: berikanlah olehmu upah buruh itu
sebelum keringatnya kering” (H.R. Ibnu Majah)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa membayar upah
atau gaji kepada orang yang memberikan jasanya harus
dilakukan setelah pekerjaannya selesai dan tidak
diperbolehkan ditunda-tunda karena ada kemungkinan
orang Yyang bersangkutan sangat membutuhkannya.
Penundaan pembayaran tersebut seperti orang yang
menunda pembayaran utangnya yang juga termasuk
kezaliman yang harus dihindari. Menunda pembayaran
upah dilarang oleh Rasulullah SAW dan orang yang tidak
mau membayar upah kepada orang yang telah bekerja
kepadanya sangat dimurkai oleh Allah SWT.

b. Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad
sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat

*" Suhendi, Figh Muamalah, 121
*® Muhammad Bin Yazid Bin Majah, Sunan Ibn Majah, Juz 11, No.
2443 (Dar Ilya ‘Al- ‘Arabiyah, 2009), 816
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barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan
berlangsung.*
6. Prinsip-Prinsip Upah Mengupah
Dalam perspektif Ekonomi Islam, prinsip pengupahan
terbagi atas dua bagian yaitu sebagai berikut:*
a. Adil

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, keadilan
merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan,
perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak,
berpegang kepada kebenaran, proporsional. Sedangkan
kata keadilan dalam bahasa arab berasal dari kata “adala”
yang dalam Al-Qur’an terkadang disebutkan dalam
bentuk perintah ataupun dalam bentuk kalimat berita.
Kata ‘adl dalam Al-Qur’an memiliki aspek dan objek
yang beragam, begitu pula pelakunya. Keragaman
tersebut  mengakibatkan  keragaman makna  ‘adl
(keadilan). Menurut M. Quraish Shihab, ada empat makna
keadilan yakni:

Pertama, ‘adl dalam arti “sama”, pengertian ini yang
paling banyak terdapat di dalam Al-Qur’an pada Surat
An-Nisa ayat 3, 58, dan 129. Kata ’‘adl dengan arti
persamaan pada ayat yang dimaksud adalah persamaan di
dalam hak. Kata ‘adl di dalam ayat tersebut adalah yang
mencakup sikap dan perlakuan hakim pada saat proses
pengambilan keputusan. Ini berimplikasi bahwa manusia
mempunyai hak yang sama oleh karena mereka sama-
sama manusia. Berdasarkan hal itu, keadilan adalah hak
setiap manusia dengan sebab sifatnya sebagai manusia
dan sifat ini menjadi dasar keadilan di dalam ajaran-ajaran
Ketuhanan.

Kedua, kata ‘adl dalam arti “seimbang”.
Keseimbangan ditemukan pada satu kelompok yang di
dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu

%9 Sahrani, Abdullah, Figh Muamalah, 172
% Ruslan Abdul Ghofur, Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam
(Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), 12-14
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tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi
oleh setiap bagian. Sehingga jika ada salah satu anggota
tubuh manusia berlebih atau berkurang dari kadar atau
syarat seharusnya, maka pasti tidak akan terjadi
keseimbangan (keadilan). Di samping itu, makna keadilan
di dalam pengertian “keseimbangan”, menimbulkan
keyakinan bahwa Allah yang Maha Bijaksana dan Maha
Mengetahui menciptakan serta mengelola sega sesuatu
dengan ukuran, kadar, dan waktu tertentu guna mencapai
tujuan. Serta mengantarkan pemahaman pada pengertian
“keadilan ilahi”.

Ketiga, kata ‘adl dalam arti “perhatian terhadap hak-
hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap
pemiliknya”. Pengertian inilah yang didefinisikan dengan
menempatkan sesuatu pada tempatnya atau memberi
pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat. Pengertian
‘adl seperti ini melahirkan keadilan sosial.

Keempat, kata ‘adl yang diartikan dengan ‘“yang
dinisbahkan kepada Allah”. Adil disini berarti memelihara
kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah
kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu
terdapat banyak kemungkinan untuk itu. Keadilan Allah
pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikannya.

Kata adil juga digunakan untuk menyebutkan suatu
keadaan yang lurus, karena secara khusus kata tersebut
bermakna penetapan hukum yang benar. Ini sesuai dengan
tujuan pokok dari syari’ah yakni bertujuan untuk
menegakkan perdamaian dimuka bumi dengan mengatur
masyarakat dan memberikan keadilan kepada semua
orang.

Berdasarkan berbagai makna kata adil tersebut dalam
penentuan upah dalam ekonomi Islam dapat diartikan,
yakni sebagai berikut:

1. Adil bermakna jelas dan transparan
Maksudnya adalah bahwa prinsip utama
keadilan terletak pada kejelasan agad (transaksi) dan
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b.

komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan

adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan

pengusaha.

2. Adil bermakna proporsional

Makna adil sebagai suatu hal yang
proporsional, dapat dilihat dari prinsip dasar yang
digunakan Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin
adalah pertengan, moderat dalam penentuan upah
pegawai, tidak berlebihan ataupun terlalu sedikit

(proporsional). Tujuan utamanya agar mereka mampu

memenuhi segala kebutuhan pokok mereka.

Layak
Jika adil berbicara tentang kejelasan, transparasi serta

proporsionalitas ditinjau dari berat bekerjanya, maka

layak berhubungan dengan besaran yang diterima.

Adapun makna layak dalam pandangan Ekonomi Islam

yakni sebagai berikut:>*

1. Layak bermakna cukup pangan, sandang, maupun
papan. Dalam hal ini, kelayakan upah yang diterima
oleh pekerja dilihat dari tiga aspek yaitu pangan
(makanan), sandang (pakaian), dan papan (tempat
tinggal).

2. Upah yang layak merupakan upah yang harus sesuai
dengan harga pasar tenaga kerja sehingga pekerja
tidak tereksploitasi sepihak. Dalam arti lain, jangan
mempekerjakan seseorang dengan upah yang jauh
dibawah upah yang diberikan biasanya.

Jadi, upah yang adil harus diberikan secara jelas,
transparan dan proporsional. layak bermakna bahwa upah
yang diberikan harus mencukupi kebutuhan pangan,
sandang, dan papan serta tidak jauh berada dibawah
pasaran upah itu sendiri. Aturan upah ini perlu
didudukkan pada posisinya, agar memudahkan bagi kaum
muslimin atau pengusaha muslim dalam

*1 Abu Azam Al-Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer (Depok:

Rajawali Pers, 2017), 86
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mengimplementasikan  manajemen  syariah  dalam
pengupahan para karyawannya diperusahaan.
7. Batal atau Berakhirnya Upah

Dalam perjanjian ijarah tidak diperbolehkan adanya
fasakh (pembatalan) pada salah satu pihak, karena ijarah
merupakan akad pertukaran atau timbal balik, kecuali bila
didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh.>> Apabila dalam
perjanjian terdapat salah satu pihak (mujir atau mustajir)
meninggal dunia maka perjanjian upah mengupah tidak akan
menjadi batal. Kerena kedudukannya digantikan oleh ahli
waris, asalkan benda yang menjadi objek perjanjian masih
ada. Berbeda dengan ulama hanafiyah yang tidak
membolehkannya kepada ahli waris dan akad ijarah batal.

Sedangkan pendapat dari jumhur ulama, bahwa manfaat itu

boleh diwariskan karena termasuk harta (al-maal), sehingga

apabila salah satu pihak meninggal tidak membatalkan ijarah
tersebut.”®

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai
tujuannya, selain itu juga akad akan dipandang berakhir
apabila terjadi fasakh (pembatalan) atau telah berakhir
waktunya. ljarah akan menjadi batal (fasakh) dan berakhir
dengan sebab-sebab sebagai berikut:

a. Dibatalkan (di-fasakh) karena adanya hal-hal yang tidak
dibenarkan syara’ seperti yang disebutkan dalam akad
rusak.

b. Sebab adanya cacat pada barang sewaan pada tangan
penyewa.

c. Rusaknya barang yang diupahkan (ma jir ‘alaih) seperti
baju yang diupahkan untuk dijahitkan.>*

d. Terpenuhnya manfaat atau terselesainya pekerjaan serta
berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan. Namun

2 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia:
Konsep, Regulasi, dan Implementasi (Yogyakarta: Gadjah Mada University
Press, 2010),75

*3 Ghalazy, Figh Muamalah, 282

** Sahrani, Fikih Muamalah, 173
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hal ini tidak berlaku apabila terdapat alasan-alasan yang

dapat membatalkan transaksi. Misalnya, waktu sewa tanah

telah habis sebelum tanaman siap dipanen, maka tanah
yang disewa tersebut masih berada ditangan pihak
penyewa sampai ia memanen tanamannya.

e. Adanya uzur, yaitu suatu halangan yang menyebabkan
perjanjian tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya
Pada dasarnya perjanjian upah mengupah atau sewa

menyewa merupakan perjanjian dimana masing-masing pihak

yang berkaitan dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak
untuk membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak fasakh),
karena jenis perjanjian ini termasuk perjanjian timbal balik.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa perjanjian timbal balik yang

dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak,

melainkan harus dengan kesepakatan bersama.

Jika salah satu pihak meninggal dunia, perjanjian sewa-
menyewa tidak akan menjadi batal asalkan benda yang
menjadi objek sewa-menyewa tetap ada. Kedudukan salah
satu pihak yang meninggal diganti oleh ahli warisnya.
Demikian juga apabila terjadi jual beli, karena jual beli tidak
memutuskan sewa-menyewa.

B. Akad

1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad

Lafadz akad berasal dari bahasa arab al- ‘agd yang secara
etimologi yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan
permufakatan (al-ittifaq). Dalam figh sunnah kata akad
diartikan dengan hubungan dan kesepakatan.

Secara terminologi figh, akad didefinisikan sebagai
“pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul
(pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat
yang berpengaruh pada objek perikatan”. Pencantuman kata-
kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya
bahwa Seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau
lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan
kehendak syara’. Misalnya kesepakatan untuk melakukan
transaksi riba, menipu orang lain atau merampok kekayaan
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orang lain. Adapun pencantuman kata “berpengaruh pada
objek perikatan” maksudnya dalah terjadinya perpindahan
pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak
yang lain (yang menyatakan gabul).*®
Akad ialah perikatan ijab dan gabul yang dibenarkan
syara’ yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak.>®
Adapula yang mendefinisikan akad ialah ikatan pengokohan
dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak.>’ Hal
yang penting bagi terjadinya akad adalah adanya ijab dan
gabul. ljab gabul adalah suatu perbuatan atau penyertaan
untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad diantara
dua belah pihak, sehingga terhindar atau keluar dari suatu
ikatan yang tidak berdasarkan syara’. Oleh karena itu, dalam
Islam tidak semua Kkesepakatan atau perjanjian dapat
dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak
didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam.”® Apabila ijab
dan gabul telah dilakukan dengan syarat-syaratnya dan sesuai
dengan kehendak syara’, maka muncullah akibat hukum dari
perjanjian tersebut.
Dasar hukum akad dijelaskan dalam Al-Qur’an
Gl ) ) 35kdL 15503l Gl Gl
“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-
janji”. (Al-Ma’idah [5]: 1)

Maksud janji disini adalah janji kepada Allah Swt. untuk
mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada manusia dalam
muamalah. ,

(O V) YT Gl Sl B3 15 0368 331 G

*® Ghazaly, Figh Muamalah, 51

*® Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Figh Muamalat (Semarang:
Pustaka Rizki Putra, 2001), 26

*" Abdul Aziz Muhammad Azza, Fikih Muamalah (Setiap Transaksi
Dalam Fikih Islam) (Jakarta: Amzah, 2017), 51

°® Rachmad Syafe’i, Figih Muamalah (Bandung: CV. Pustaka Setia,
Cet Ke-2, 2004), 45
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“Sebenarnya barang siapa yang menepati janji dan

bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang
bertakwa”. (Ali ’Imran [3]: 76)

Rukun dan Syarat Akad

Rukun adalah unsur yang mutlak harus ada dalam suatu

hal, peristiwa, atau tindakan. Suatu perjanjian dalam hukum
Islam sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syarat. Syarat
adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh rukun-rukun
tersebut.>® Adapun rukun-rukun akad sebagai berikut:

a.

b.

C.

Agid, adalah orang yang berakad, terkadang masing-
masing pihak yang berakad terdiri dari satu orang,
terkadang terdiri dari beberapa pihak orang. Seseorang
yang berakad terkadang merupakan orang yang memiliki
hak ataupun wakil dari yang memiliki hak.

Ma’qud ‘alaih ialah benda-benda yang diakadkan, seperti
benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad
gadai, utang yang dijaminkan dalam akad kafalah.
Maudu’ al- ‘agd adalah tujuan atau maksud pokok
mengadakan akad.®® Berbeda akad maka berbedalah
tujuan pokok akad.

Shighat al- ‘agl ialah ijab gabul. ljab adalah permulaan
penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad
sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad.
Adapun gabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang
berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab. ljab
gabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan
adanya sukarela timbale balik terhadap perikatan yang
dilakukan oleh dua belah pihak yang bersangkutan, dan
menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara
timbal balik.®*

% Abd. Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam
Hukum Indonesia, Cet Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2010), 180

% Muslich, Figh Muamalah, 128

%1 Syafii Jafri, Figh Muamalah (Pekan Baru: Suska Pers, 2008), 32
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Syarat-syarat akad yang harus dipenuhi ada empat macam
yaitu:
Syarat terjadinya akad adalah sesuatu yang disyaratkan
terwujudnya untuk menjadikan suatu akad dalam zatnya
sah menurut syara’. Apabila syarat tidak terwujud maka
akad menjadi batal. Syarat ini ada dua macam:

1) Syarat umum, syarat yang harus dipenuhi dalam setiap
akad. Syarat ini meliputi syarat dalam sighat, aqid,
objek akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi
dalam berbagai macam akad sebagai berikut:

a.

2)

a)

b)

d)

e)
f)

9)

Kedua orang yang melakukan akad cakap
bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak
cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang
berada dibawah pengampuan.

Yang dijadikan objek akaddapat menerima
hukumnya.

Akad itu diizinkan oleh syara’, dilakukan oleh
orang yang mempunyai hak melakukannya,
walaupun dia bukan aqgid yang memilki barang.
Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara’.
Akad dapat memberikan faedah.

ljab itu berjalan terus, tidak dicabut selama terjadi
gabul. Maka apabila orang yang berijab menarik
kembali ijabnya sebelum gabul maka batallah
ijabnya.

ljab dan gabul mesti bersambung, sehingga bila
seseorang yang berijab telah berpisah sebelum
adanya gabul, maka ijab tersebut menjadi batal.®?

Syarat Kkhusus, yaitu syarat yang dipenuhi dalam
sebagian akad, bukan dalam akad lainnya. Contohnya,
syarat menyerahkan barang dalam akad-akad
kebendaan (gadai, hibah dan lain-lain).

b. Syarat sah adalah syarat yang ditetapkan oleh syara’ untuk
timbulnya akibat-akibat hukum dari suatu akad. Apabila

82 Ghazaly, Figh Muamalah, 55
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syarat tersebut tidak ada maka akadnya menjadi fasid,

tetapi tetap sah dan tidak eksis.

c. Syarat kelangsungan akad, untuk kelangsungan akad
diperlukan dua syarat:®
1) Adanya kepemilikan atau kekuasaan. Artinya orang

melakukan akad harus pemilik barang yang menjadi
objek akad, atau mempunyai kekuasaan (perwakilan).
Apabila tidak ada kepemilkian dan tidak ada
kekuasaan (perwakilan), maka akad tidak bisa
dilangsungkan, melainkan mauquf (ditangguhkan).

2) Di dalam objek akad tidak ada hak orang lain.
Apabila di dalam barang yang menjadi objek akad
terdapat hak orang lain, maka akadnya mauquf, tidak
nafidz.

d. Syarat luzum, pada dasarnya setiap akad sifatnya
mengikat (lazim). Untuk mengikatnya (lazim-nya) suatu
akad, seperti jual beli, disyaratkan tidak adanya
kesempatan khiyar (pilihan), yang memungkinkan
difasakhnya akad oleh salah satu pihak. Apabila didalam
akd tersebut terdapat khiyar, maka akad tersebut tidak
mengikat (lazim) bagi orang yang memiliki hak khiyar
tersebut. Dalam kondisi itu ia boleh membatalkan akad
atau menerimanya.

Menurut ulama mazhab Az-Zahiri semua syarat yang

telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad,

apabila tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah

Rasulullah adalah batal. Pada dasarnya pihak-pihak yang

berakd itu mempunyai kebebasan untuk menentukan

syarat-syarat dalam akad tersebut, ada yang bersifat
mutlak, tanpa batas selama tidak ada larangan di dalam

Al-Qur’an dan sunnah, sebagaimana yang dikemukankan

oleh ulama mazhab Hanbali dan Maliki.®*

3. Sifat Akad

% Muslich, Figh Muamalah, 151
® M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Cet ke-2
(Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2004), 109
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a. Akad tanpa syarat (akad munajjaz atau munjiz)

Akad tanpa syarat adalah akad yang diucapkan seseorang

tanpa memberi ketentuan (batasan) dengan suatu kaidah

dan tanpa menetapkan sesuatu syarat. Apabila dilakukan
demikian syara’ pun menghargai dan berwujudlah segala
hukum akad semenjak waktu akad itu diadakan. Misalnya
saya membeli sepeda kepada kawan saya lalu dikabulkan
oleh seorang lagi maka berwujudlah akad serta berakibat
hukum diwaktu itu juga.

b. Akad bersyarat (akad ghairu munjiz)

Akad bersyarat adalah akad yang diucapkan seseorang

dengan dikaitkan sesuatu, dalam arti apabila kaitan itu

tidak ada maka akad pun tidak terjadi. Baik dikaitkan
dengan wujudnya maupun dikaitkan dengan hukumnya
atau ditangguhkan pelaksanaannya pada waktu tertentu.

Misalnya saya jual mobil ini dengan syarat saya boleh

pakai sebulan lamanya sesudah sebulan barulah saya

serahkan.®

Akad ghairu munjiz ada tiga macam yaitu:

1) Ta’lig syarat adalah menautnya hasil sesuatu urusan
dengan hasil sesuatu urusan yang lain. Yakni terjadi
suatu akad bergantung pada urusan lain. Jika urusan
yang lain tidak terjadi maka akad pun tidak terjadi.
Misal jika orang yang berhutang dengan anda pergi
maka saya menjamin hutang-hutang itu.

2) Taqyid syarat adalah pemenuhan hukum dalam
tasarruf ucapan yang sebenarnya tidak menjadi lazim
(wajib) menjadi tassaruf dalam keadaan mutlak.
Misalnya orang yang menjual barang dengan syarat
ongkos membawa kerumah si pembeli dipikul oleh
penjual sendiri. Dalam hal ini si penjual mengaku atau
berjanji memenuhi Sesutu syarat yaitu memikul
ongkos.

% Hashi As-Siddieqy, Pengantar Figh Muamalat (Semarang:
Pustaka Rizki Putra, 2001), 83-85



38

3) Syarat idafah adalah menyandarkan kepada suatu
masa yang akan dating. Contohnya wasiat, yaitu
wasiat itu berlaku sesudah yang berwasiat wafat.
4. Macam-Macam Akad
Para ulama figh mengemukakan bahwa akad itu dapat

dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari segi keabsahannya

menurut syara’ akad terbagi menjadi dua yaitu:

a. Akad Sahih
Akad sahih adalah akad yang telah memenuhi segala
rukun-rukun dan syarat-syaratnya untuk membentuk suatu
akad tertentu. Hukum dari akad ini adalah berlakunya
seluruh akibat hukum yang timbul dari akad itu dan
mengikat kepada pihak-pihak yang berakad.
1) Akad yang nafiz (sempurna untuk dilaksanakan)
adalah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi
rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk
melaksanakannya. Contohnya akad yang dilakukan
oleh orang yang baligh, berakal, dan cerdas.®®
Akad nafiz terbagi menjadi dua bagian:

2)

a)

b)

Akad nafiz lazim adalah suatu akad yang tidak
bisa dibatalkan oleh salah satu pihak tanpa
persetujuan pihak lain. Contohnya jual beli, dan
sewa menyewa.

Akad nafiz ghairu lazim adalah akad yang telah
memenuhi dua syarat dapat dilaksanakan segala
akibat hukum akad namun akad itu terbuka untuk
difassakh (dibatalkan) secara sepihak karena
masing-masing atau salah satu pihak mempunyai
khiyar tertentu atau karena memang asli akad itu
demikian. Contohnya akad wakalah, akad yang
mengandung khiyar.

Akad mauquf adalah akad yang dilakukan seseorang
cakap hukum tetapi tidak memiliki kekuasaan untuk
melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti:
akad yang dilakukan anak kecil yang telah mumayyiz.

% Muslich, Figh Muamalah, 154
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b. Akad Yang Tidak Sahih

Akad tidak sahih adalah akad yang terdapat
kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga seluruh
akibat hukum akad itu tidak berhak dan tidak mengikat
pihak-pihak yang berakad. Contohnya akad jual beli yang
dilakukan oleh anak dibawah umur, jual beli minum-
minuman Keras, jual beli babi. Dari aspek hukumnya akad
ini tidak menimbulkan akibat hukum, yakni tidak adanya
hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak
yang berakad. Hanafiyah membagi akad yang tidak sahih
menjadi dua yaitu akad yang batil dan fasid. Suatu akad
dikatakan batil apabila akad itu tidak memenuhi salah satu
rukun atau ada larangan langsung dari syara mesalnya
objek jual beli yang tidak jelas. Contohnya akad jual beli
ikan yang masih ada di dalam laut. Adapun akad fasid
merupakan suatu akad yang pada dasarnya disyariatkan
akan tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas seperti,
menjual rumah yang tidak ditunjukkan tipe, jenis dan
bentuk dari rumah yang dijual.®” Ada empat sebab yang
menjadikan akad fasid meskipun telah memenuhi rukun
dan syarat terbentuknya yaitu penyerahan yang
menimbulkan kerugian, gharar, syarat-syarat fasid, riba.

Jika dilihat dari segi penamaan haknya, akad dibagi

menjadi dua macam yaitu:®

a. akad musamma adalah akad yang ditentukan nama-
namanya oleh syara serta dijelaskan hukum-
hukumnya. Contoh akad jual beli.

b. Akad ghairu musamma adalah akad yang
penamaannya dilakukan oleh masyarakat sesuai
dengan keperluan mereka sepanjang zaman dan
tempat.

Jika dilihat dari segi bendanya, akad dibagi menjadi dua

macam:®°

®7 Ghazaly, Figh Muamalah, 56
%8 Suhendi, Figh Muamalah, 52
% Ibid, 53
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a. Akad ‘ainiyah adalah akad yang disyaratkan dengan
penyerahan barang-barang. Contoh akad jual beli.

b. Akad ghairu ‘ainiyah adalah akad yang tidak disertai
dengan penyerahan barang-barang.

Jika dilihat dari segi melakukannya, dibagi menjadi dua

macam:

a. Akad yang harus dilaksanakan dengan tata cara atau
ucapan tertentu.

b. Akad yang dilakukan tanpa adanya ucapan atau tata
cara tertentu. Akad ini terjadi karena keridhoan kedua
belah pihak.

Jika dilihat dari segi tukar menukar haknya, akad dibagi

menjadi tiga macam: "

a. akad mu’awadah adalah akad yang berlaku atas dasar
timbal balik. Contohnya akad jual beli dan akad ijarah

b. akad tabarru’at adalah akad-akad yang berlaku atas dasar
pemberian dan pertolongan. Contohnya akad hibah

c. akad yang tabarru’at pada awalnya dan menjadi akad
mu’ awadah pada akhirnya. Contohnya akad kafalah.

Jika dilihat dari segi harus dibayar ganti atau tidaknya,

akad dibagi menjadi tiga macam:

a. akad daman adalah akad yang menjadi tanggung jawab
pihak kedua sesudah benda-benda itu diterima. Contohnya
akad gard

b. akad amanah adalah tanggung jawab kerusakan oleh
pemilik benda bukan oleh yang memegang barang.
Contohnya akad wakalah dan akad syirkah

c. akad yang dipengaruhi oleh beberapa unsur, salah satu
segi merupakan daman menurut segi yang lain merupakan
manah. Contohnya akad gadai, akad ijarah.

Batal atau Berakhirnya Akad

Akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal
dunia, atau tanpa adanya izin dalam akad mauquf
(ditangguhkan). Akad dengan pembatalan, terkadang

" Suhendi, Figh Muamalah, 54
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dihalangkan dari asalnya, seperti pada masa khiyar, terkadang

dikaitkan pada masa yang daatang, seperti pembatalan dengan

sewa-menyewa dan pinjam-meminjam yang telah disepakati

selama lima bulan, tetapi sebelum sampai lima bulan, telah

dibatalkan.™

Para ulama menyatakan bahwa akad dapat berakhir apabila:

a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu
mempunyai tenggang waktu.

b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad
itu sifatnya tidak mengikat.

c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat
dianggap berakhir jika:

1) Jual beli yang dilakukan fasad, seperti terdapat unsur-
unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak
terpenuhi

2) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak
secara sempurna

3) Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna

d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.”

™ Syafe’i, Figh Muamalah, 70
"2 Ghazaly, Figh Muamalah, 59
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